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INTISARI 

Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui dan mengevaluasi tanggung 
jawab Pemerintah dalam pemenuhan hak anak atas identitas diri berupa akta kelahiran; 
kedua,mengetahui dan mengevaluasi apa yang menjadi kendala bagi Pemerintah dalam 
upaya melaksanakan tanggung jawab memenuhi hak anak atas identitas diri berupa akta 
kelahiran; ketiga, mengetahui dan mengevaluasi harmonisasi antara Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan tanggung jawab 
pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan pencatatan kelahiran serendah-
rendahnya pada tingkat kelurahan. 

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 
normatif. Pendekatan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
politik hukum dan sosiologi hukum. Proses analisa terhadap bahan-bahan hukum dimulai 
dari bahan hukum primer dengan melakukan deskripsi bahan-bahan hukum, sistematisasi 
bahan-bahan hukum, sinkronisasi bahan-bahan hukum, interpretasi bahan-bahan hukum 
serta dalam tataran teori hukum melakukan evaluasi terhadap bahan-bahan hukum. 

Tanggung jawab pemerintah pusat dalam pemenuhan hak anak atas identitas diri 
berupa akta kelahiran adalah tanggung jawab dalam menjalankan perintah Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Presiden mengesahkan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menetapkan 
Peraturan Pemerintah, serta menyusun Peraturan Presiden. Presiden dibantu oleh menteri 
yang tugasnya membidangi urusan pemerintahan yang terkait dengan penyelenggaraan 
pencatatan sipil. 

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menyusun peraturan tentang administrasi 
kependudukan yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang diundangkan pada tanggal 24 Oktober 
2007. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan di Kota 
Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah. 

Kendala bagi pemerintah dalam upaya melaksanakan tanggung jawab memenuhi 
hak anak atas identitas diri berupa akta kelahiran meliputi aturan hukum tentang asas 
peristiwa, masih banyak masyarakat yang enggan atau belum mensegerakan mencari akta 
kelahiran ketika terjadi peristiwa kelahiran,  Kepala Dinas adalah satu-satunya pejabat 
pencatatan sipil, kurangnya jumlah personil petugas pelayanan akta kelahiran, Setiap 
Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta 
Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tidak 
mengatur tentang standar pelayanan minimal pelaksanaan penerbitan akta kelahiran,  dan 
kewajiban lewat Penetapan Pengadilan bagi penduduk yang terlambat pelaporan kelahiran 
lebih dari 1 (satu) tahun menyebabkan penduduk semakin enggan mengurus akta kelahiran. 

Ada disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak tentang pelaksanaan pembuatan akta kelahiran serendah-rendahnya di 
tingkat Kelurahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan di tingkat Kecamatan. 

 
Kata-kata kunci  : tanggung jawab pemerintah, hak anak atas identitas diri, akta 

kelahiran, administrasi kependudukan 
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ABSTRACT 

This study aims to: first, knowing and evaluating the responsibilities of the 
government in the fulfillment of children's right to self-identity in the form of a birth 
certificate, secondly, to know and evaluate what the problem is for the government in an 
effort to carry out the responsibilities of fulfilling children's right to self-identity in the 
form of a birth certificate; Third, identify and evaluate the harmonization of the Law No. 
23 Year 2006 concerning Population Administration with Law No. 23 Year 2002 on Child 
Protection, which mandates the government's responsibility in the implementation of 
service delivery as low birth registration at the village level. 

Types of research used in this study is a normative legal research. Legal approach 
used in this study is the approach to the politics of law and sociology of law. Process 
analysis of legal materials starting from primary legal materials by descriptions of legal 
materials, systematization of legal materials, legal materials synchronization, interpretation 
of legal materials and the level of legal theory to evaluate legal materials. 

Responsibility of the central government in the fulfillment of children's right to 
self-identity in the form of a birth certificate is the responsibility of the command of the 
Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 that the President passed the Act No. 23 
of 2006 concerning Population Administration, issued Government Regulation, and to 
develop regulations President. President assisted by the minister in charge of government 
affairs duties related to the conduct of civil registration. 

Yogyakarta city government has established regulations on the administration of 
the population of Yogyakarta Regulation No. 7 of 2007 on the Implementation of the 
Population Administration promulgated on October 24, 2007. Implementation organizing 
paperwork population in the city of Yogyakarta Yogyakarta Regional Regulation No. 10 
Year 2008 on the establishment, composition, and Duty Position Regional Office. 

Obstacles for the government to carry out the responsibilities of fulfilling 
children's right to self-identity in the form of a birth certificate include the rule of law on 
the principle of the events, there are still many people who are reluctant or not 
mensegerakan looking for a birth certificate in the event of a birth, the Head of Department 
is the only official civil registration, shortage of personnel services officer birth certificate, 
Every resident subject to administrative sanctions in the form of fines, Yogyakarta 
Regulation No. 7 of 2007 on the Implementation of Population Administration does not 
regulate the implementation of minimum service standards issuance of birth certificates, 
and obligations of the Stipulation by the Court for the people who are late reporting of 
births more than 1 (one) year caused the population to be increasingly reluctant to take care 
of a birth certificate. 

There is disharmony between Law No. 23 of 2002 on Child Protection on the 
implementation of the birth certificate as low at village level to the Law No. 23 Year 2006 
concerning Population Administration at the District level.. 

 
Key words: responsibility of the government, the right of the child to self-identity, 

birth certificates, population administration 
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